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SURAT IZI}I OPERASIONAL PENYELENGGARMN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAI'I (SMK) NEGERI2 KOTA BUKITTINGGI

XEPALA DIilAS PENDIDIKAN PEilIUDA DAN OLAI{RAGA I(OTA BUKITTINGGI

Membaca : tr Surat Permohonan mempeftarui lzin Oprerasionaldari Kepala Sekolah Menengah
Keiuruan {SMK) Negef 2 Bukittinggi Nomor 420/1255rSMKN.2l2Ofi tanggal 28
Desember 201 0, tentang permohonan izin operasional
Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidftan Nasironal Nomor 251/C/KEP/MM2008 tentang Spektrum
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga P,rovirni Sumatera Barat nomor:
420/3420/SMP,A,K-2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pendataan Peserta

Ujian Nasional Siswa SMK

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan {SMK} di Kota Bukittinggi, perlu diperbarui izin operasional
penyelenggaraan lembaga pendidikan

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan pendidikan pada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis komptensi, maka perlu diperbaharuiizin
operasional sekolah sesuai dengan Bidang Studi Keahlian, Program Studi
Keddian dan Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
bahwa berdasa*an pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf 'a" dan "b" di
atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Bukittinggi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besardalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Nornor 28 Tahun "1999 tentang Penyelenggaraan t.{egara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme

Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembebtukan Peraturan Undang-
Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Pefimhangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Femerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Fernbagfan Urusan Pemenhtah Antara Pemenintah, Femenhtah Daerah Provinsi
dan Pemedntah Daerah KablKota
lGputusan Menteil Fendidikan ltlasional l,lomor 060ru/2002 Tentang Pedoman
Fendirian Sekolah.
Peraturan MenteriPendidikan NasionalNomor22 Tahun 2006 tentang $tandar lsi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Kelulusan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Standar Pengelolaan Pendidikan
Peraturan Menteri Pehdidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan
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Menetapkan

Pertama

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar

Proses

14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 tahun 2005 Tentang Rencana

Fembangunan Jangka lr#enemgah {RPJM} Daerah }(ota Bukittinggi tahun 2006-

2010

MUMUTUSKAN

: Memperbarui lzinOperasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah

lGiuruan {$MK}Negeri 2 Bukittinggi

: lzin operasionaL Sekolah Menengah Keiuruan (SMK) Negeri 2 Bukittinggi

menyelenggarakan pendidikan dengan :

Bidang Studi
'Keahtian

Program Studi
KeaNian

Program / Kompetensi Keahlian

Eisnis dan
Manajemen

Administrasi
lGuangan
TataNiaqa

Adrninisfasi Perkantoran
Akutansi
Pemasaran

Seni,
Kerajinan &

Pararisata

Parawisata

Tata Boqa

Usaha Perjalanan Wsata
Akomodasi Perhotelan
Jasa Booa'

lzin operasional Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bukittinggi ini diberikan

terhitung mulai Tahun Pembelajaran 201012011 sld 2U4m15 dan dapat diperpanjang

kembali apabila Bidang Studi Kehalian, Program Studi Keahlian, dan Kompetensi

keahlian yang diselenggarakan tedaksana sesuaidengan ketentuan yang berlaku, dan

izin operasional ini dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila Bidang Studi

Kehalian, Program Studi Keahlian, dan t6mpetensi keahtian yang diselenggarakan

tidak terlaksana sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelurn

rnasa izin berakhir.

Jika iedadi kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diatur

kembali *bagaimana semestinya

$egala biaya yang timbul akibat penetapan surat keputusan inidibebankan kepada

anggaran yang rclevan

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Kedua

Ketiga

lGernpat

Kelima

Keenam

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota sebagailaporan

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ProvinsiSumatera Barat

3. Drekfur Jenderal Fendidlkan Dasar dan Me'nengah, Dierektorat pembinaan SMK

4. Kepala SMK Negpri 1 Bukittinggisebagai pedornan.
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